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Abstrak
 

Tingginya minat Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di

luar negeri dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan pengerah tenaga kerja yang disebut Pelaksana

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Namun, dalam kenyataannya tindak pidana kerap

terjadi dalam pelaksanaan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang dilakukan oleh PPTKIS. Penegakan

hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS

bisa di wujudkan melalui sistem peradilan pidana. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan,

kendalakendalanya, upaya-upaya apa saja dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang

berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Analisis dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai

data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak

pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan

pidana masih kecil. Hal ini dikarenakan kebanyakan PPTKIS dalam melakukan penempatan CTKI/TKI ke

luar negeri hanya melakukan pelanggaran yang bersifat administratif saja, sehingga sanksi yang diterima

oleh PPTKIS hanya berupa sanksi administrasi.

Mayoritas tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri dilakukan oleh orang

perorangan maupun dilakukan oleh sponsor / calo yang melakukan perekrutan terhadap CTKI / TKI.

Penjatuhan pidana terhadap sponsor / calo menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP). Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak

pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana ini bisa

dilihat dari kendala-kenadala yang dihadapi oleh komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana,

substansi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ) dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 baik

secara vertikal maupun horizontal, mengatur pemberian sanksi secara menyeluruh /Integral terhadap orang-

orang yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa terkecuali, meningkatkan

koordinasi antara para penegak hukum dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penempatan TKI

di luar negeri, meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Penegak Hukum dengan melalui Pendidikan

dan Pelatihan yang secara terus menerus, meningkatkan ?pendekatan keilmuan? dalam penegakan hukum.

......The high interests of CTKI (Indonesian Work Force Candidates)/TKI (Indonesian Migrant Workers) to
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work abroad have been taken advantage by several work force recruiter agencies which are called PPTKIS

(Private Indonesian Migrant Worker Placement Administrator). However, in reality the criminal acts often

happen in the implementation of the CTKI/TKI placement abroad done by PPTKIS. The law enforcement

towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS may be established through

criminal justice system.  The thesis discusses the implementation, the challenges, and any efforts in

conducting law enforcement towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in

criminal justice system.

This research is a normative judicial research supported with empirical research. The analysis in this

research is done by using secondary data as the main data and primary data as the supporting data. The

research results show that the law enforcement implementation towards criminal acts related to the

CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system is still small. This happens because most

PPTKIS in doing the CTKI/TKI placement abroad only commit administrative violation so that the sanction

given to PPTKIS is merely an administrative sanction.

Most of the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad have been committed by individuals or

by sponsors/agencies doing recruitment of CTKI/TKI. To pass sentence towards those sponsors/agencies

will be required to use the articles contained in KUHP (Penal Code). The challenges faced in law

enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad in this criminal justice

system could be seen from the challenges faced by the components in criminal justice system, substances

(the Law No. 39 of the year 2004), and cultures existing in the society.

The efforts done are to synchronize the Law No. 39 of the year 2004 vertically and horizontally, to govern

the sentencing of the sanctions wholly/integrally towards the people involved in the Indonesian work force

placement abroad without any exception, to improve the coordination between the law enforcement officers

and the relevant institutions related to the TKI placement abroad, to increase the human resources of the law

enforcement officers through continuous education and training, and to raise ?scientific approach? in law

enforcement.


